013.

Re-Statement Hukum

Upaya Penyamaan Visi, Misi Penegakan Hukum

Dalam kurun wak
suasana keraguan, sk
kepercayaan masyg
hampir mencapai
aparatur, materi i
hukum; kekhay
serta mencuatf;
Hukum tid
memberika
ketentrama
persamaan {

mata hukum.

Reformasi h:
perubahan visijy
(Amandemen Perta
1945), di mana seb
kekuasaan pembentuka
eksekutif, maka saat ini titik’
legislatif. Berarti bahwa nt :
eksekutif di bidang pembangunamyhuk
harus dikonsentrasikan pada implemerita

dan efektifitas peraturan perundang-"

undangan. Penegasan porsi pembagian
kekuasaan eksekutif dan legislatif,
dagambarkan dalam TAP. MPR. NO.I1I/2000
Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan
Perundang-undangan.

Pertimbangan, dan latar belakang
pembuatan suatu undang-undang sangat

*} Penulis adalah Ahli Peneliti Muda bidang Hukum, BPHN,
Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta,

kemal d1pengaruh1 oleh muatan p
saat dlbuamya aitu hukum dxpakal seb
alat untuk m

kelompok tertentu, berkaita

sabsahkan tindakan. Jo

N yang sangat
mah danparle en, dalam

diartikan sebagai usaha yang dilakuk

s1 luas kelompok
sosial atau md:v:du di dalam masyarakat
dalam penentuan arah perkembangan hukum.
Hal ini mempunyai arti bahwa peranan
pemerintah dan legislatif relatif berkurang.
Adanya tekanan dari partisipasi luas
masyarakat dan kedudukannya yang relatif
bebas memungkinkan lembaga peradilan/
proses peradilan menjadi kreatif, khususnya

10

Edisi Khusus Dies Natalis ke-55 - 2001




dalam menghadapi masalah pelik yang
timbul. Pada abad ke-12, di Inggris,
pembangunan hukum responsif di mana pada
akhirnya hukum adat mempunyai posisi yang
kuat. (Narrington Moore. * The Soc:a
Origins of Dictatorschip and De ‘
Lord and Peasant in the Maki
World. Boston; Beacon, 19

, tidak
ak pernah
muskan para
amun tujuannya

duniawi, yang di
antara akal pikira
yang dipaksakan sestia
Grotius dan Rousseau. A
bangkit kembali pemikiran
sebagai akibat pada abad kesembi.
orang mengandalkan pemikiran

empiris. (Fridman, “Rivival of Natural Law

Theories” 1953;69). Timbulnya pemikiran
empiris terlihat dalam kehidupan hukum di
negara modern, seperti Eropa, USA sebagai
negara industri maju, karena dinamika
kehidupannya relatif stabil dan terkendali.
Nilai-nilai yang mendasari pemikiran tentang
keadilan akan timbul kembali apabila manusia
mengalami tekanan, seperti krisis di

eseimbangan dalam  d

Indonesia sebagai akibat perubahan politik
tuntutan reformasi.

Hukum yang ideal yang berlaku secara

efeknf dalam rnasyarakat berkaitan erat

eadllan secara

perubahan berganmng dan
ada d: sekuamya sepertl aspek

~hukum di nega
=sasnannya yai

anggota
mencapai
ut oleh

: ahng kepada
un mberikan perlmdungan dan
pelayanan ’Dugas polisi di sini adalah menjaga
* ketertiban” (order maintenance) dan
*“kedamaian™ (peace keeping). Secara singkat
dapat dikatakan bahwa sebagai pengayom
polisi harus menjaga agar ada keteraturan
dalam masyarakat. Dalam keadaan serba
teratur, warga masyarakat dapat meng-
antisipasi keadaan dan merasa aman.
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kedudukan maupun bidang tugasnya. Dan  Robert Hass, The Issue of Good Governance
bahkan setelah dirubah menjadi Badan In International Cooperation, Laporan Hasil
Pembinaan Hukum Nasional, 26 Agustus  Seminar DSE-LAN di Berlin, Jerman, 11-12
1974 berdasarkan Keppres No.45/1974, juga  Agustus 1997.
telah beberapa kali dirubah baik struktur e
organisasi, kedudukan maupun bidang.=
tugasnya.
Keberadaan lembaga pe
sangat berperanan penting dafa
hukum, sehingga apabi
pendapat, perbedaan pe
penerapan ketentuap’
pembina hukum
re-statement YA

e ———,

wiDefining Good
entasi Pada

004 di Fakultas Ekonomi
30 September 1999. .

bagai henyamin Hoessein,

i | n Antara Negara Da
lam Rangka Memper
Nasional, Makalah

Rondineli,
G. Shabbir Chet
Developing Cout
Experience, Wash
Bank, 1983.

Miriam Budiarjo, De
Demokrasi Parlementerpds

Pancasila, Gramedia Pustaka
1994.

Nasional, diselenggarakan oleh
Dep. Kehakiman, Jakarta, 12-1
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saat ini kiranya perlu diwujudkan nilai-nilai ~ kiranya perlu dipertimbangkan agar berbagai
dasar yang terkandung dalam Pancasila  prinsip dasar yang terkandung dalam konsepsi
maupun Undang Undang Dasar 1945 dengan ~ Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
i bentuk materi yang nyata dan yang dapat dapat dl_]adlkal'l materl amandemen UUD
Jred dlkaltkan dengan * Wawasan Nusantara serta ; o ity dapat diformulasi-
o “ Ketahanan Nasional” terhadap ni

| intrinsik yang perlu dipertahanka
| nilai-nilai ekstrinsik yang cocg
hendaknya dapat dlope

| aya un
| landasan pembanguna nilai global ke dalam norma
Dalam hal inj bcrmasyarakat berbangsa,

Nusantara dan |
berisikan berh

daya untuk

mampu mew ituasi, maupun
potensi persz ituan bangsa dalam
tata kehidy ; al hendaknya dapa;
bersifat se an, untuk hal te

“ Dies Natalis Ke-55 PTIK Tahun 2001~
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Re-Statement Hukum

Upaya Penyamaan Visi, Misi Penegakan Hukum

Dalam kurun wakgg
suasana keraguan, s
kepercayaan masy
hampir mencapai
aparatur, materi ma
hukum; kekhay
serta mencual
Hukum tidal
memberikan
ketentram
persamaan

mata hukum.

Reformasi
perubahan visiy,
(Amandemen Pertar
1945), di mana sek
kekuasaan pembentuka
eksekutif, maka saat ini titi
legislatif. Berarti bahwa titik.
eksekutif di bidang pembanguns
harus dikonsentrasikan pada implemen

dan efektifitas peraturan perundang-

undangan. Penegasan porsi pembagian
kekuasaan eksekutif dan legislatif,
dagambarkan dalam TAP. MPR. NO.III/2000
Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan
Perundang-undangan.

Pertimbangan, dan latar belakang
pembuatan suatu undang-undang sangat

*) Penulis adalah Ahli Pencliti Muda bidang Hukum, BPHN,
Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta,

ke[ompok tertentu,

kental dipengaruhi oleh muatan
saat dibuatnya, yaitu hukum dipakai se
alat untuk mengabsahkan tindakan. Jof
ngemukakan bahwa

diartikan sebagai usaha yang dilakuka
berkaita

Z : uas kelompok
sosial atau individu di dalam masyarakat
dalam penentuan arah perkembangan hukum.
Hal ini mempunyai arti bahwa peranan
pemerintah dan legislatif relatif berkurang.
Adanya tekanan dari partisipasi luas
masyarakat dan kedudukannya yang relatif
bebas memungkinkan lembaga peradilan/
proses peradilan menjadi kreatif, khususnya
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dalam menghadapi masalah pelik yang
timbul. Pada abad ke-12, di Inggris,
pembangunan hukum responsif di mana pada
akhirnya hukum adat mempunyai posisi yang
kuat. (Narrington Moore. * The Soc:al
Origins of Dictatorschip and Demoe
Lord and Peasant in the Makm
World. Boston; Beacon, 1966

Timbulnya keragua
hukum, karena keadh
salah satu prinsipii
terpenuhi. Prig

nilai-nil
hukum
“Ilmu

173). A
tentang k
mana, de
bersifat

Grotius dan Rousseau.
bangkit kembali pemikiran
sebagai akibat pada abad kesembil
orang mengandalkan pemikiran

empiris. (Fridman, “Rivival of Natural Law "

Theories” 1953:69). Timbulnya pemikiran
empiris terlihat dalam kehidupan hukum di
negara modern, seperti Eropa, USA sebagai
negara industri maju, karena dinamika
kehidupannya relatif stabil dan terkendali.
Nilai-nilai yang mendasari pemikiran tentang
keadilan akan timbul kembali apabila manusia
mengalami tekanan, seperti krisis di

Indonesia sebagai akibat perubahan politik
tuntutan reformasi.

Hukum yang ideal yang berlaku secara

efeknf dalammasyarakat berkaitan erat

cad;lan secara

an masyarakat/
anggota

ing kepada
an per]mdungan dan
pelayanan Tugas polisi di sini adalah menjaga
“ ketertiban” (order maintenance) dan
“kedamaian” (peace keeping). Secara singkat
dapat dikatakan bahwa sebagai pengayom
polisi harus menjaga agar ada keteraturan
dalam masyarakat. Dalam keadaan serba
teratur, warga masyarakat dapat meng-
antisipasi keadaan dan merasa aman.
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Fungsi polisi dalam pemeliharaan
keteraturan, sebagai pelindung masyarakat,
berada pada perbatasan antara perilaku warga
masyarakat yang bersifat kriminal dengan
 yang bersifat non-kriminal. Di sinilah pula

. terdapat keadaan (peristiwa) polisi ha
membuat keputusan individual da
dapat menunggu komandog
pe-mahaman seperti ini, ma
adalah ** mengatasi situas
situation). Di sini pulag]
memecahkan masalah
“ menegakkan hukup
lain: sekedar ancamr

5 wm%

yang berperan

untuk memerangl kejahatan'p
Dalam hal ini polisi mengha )
yang cukup rumit. Di sini ia suda
kan, bukan hanya kepada kewajiban Uy

melakukan suatu tindakan, melainkan kepada ;

persoalan-persoalan atau pertanyaan etis dan
moral dan di sinilah polisi itu mulai
dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang
rumit itu,

Pada hakekatnya polisi dihadapkan
kepada suatu situasi konflik dan ia bertugas
untuk mengambil keputusan di situ. Apabila
pada akhirnya ia bertindak, maka pada saat
itu ia telah melakukan sesuatu yang

menguntungkan atau melindungi salah satu
pihak dalam konflik itu, tetapi dengan
melawan, mengalahkan “merugikan” pihak
yang . lam. Terkadan aparat penegak hukum

selain tergantung pada
syarakal juga sangat

dikenakan kepada aparat sendiri ji
melakukan pelanggaran, dan ya

ykehadiran
egak hu yang se]ama ini bisa
mcmmbulkan ketakutan pada masyarakat,
berbalik menjadi pengayom (pelindung) bagi
masyarakat.

Proses penegakan hukum pada suatu masa
dapat berbeda karena perkembangan
masyarakatnya. Dalam masa reformasi politik
mengalami perubahan yang berakibat hukum
pun perlu dirubah, karena hukum dibentuk

12
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sesuai dengan kemauan politik hukum suatu
negara. Apabila tatanan politik suatu negara
mantap akan berakibat hukum bersifat
otonom. (Myrdal: “Penelitian Terhadap
Hukum Negara Berkembang™: 1971; 219-

220). Hukum di negara berkembang menuruts

Nonet dan Selznick, bahwa pada w.
negara mengalami kemerdeka
yang harus dibenahi ad

,"Law and
York, Harper

ini sangat
awam, untuk
yang benar dan'
secara gamblang ¢
massa surat kaba
Misalnya, acara-acardy
terbatas, derap hukum, .
lainnya mengenai persoal
masalah: pengajuan sekaligus upa
Grasi dan Peninjavan Kembali; per _
tanpa kehadiran terdakwa (In-abtentia
eksekusi dan penangguhan hukuman;
independensi Bank Indonesia; pergantian
jabatan presiden; dan berbagai masalah
hukum lainnya. Kondisi ini telah melahirkan
kesimpangsiuran pengertian hukum di
kalangan masyarakat. Akhir-akhir ini
berbagai perundang-undangan dirasakan
masih dihadapkan kepada berbagai kendala,

antara lain: terjadi perbedaan penafsiran di
antara sesama aparatur penegak hukum,
praktisi/pengacara, teoritis; perbenturan
kepentingan; dis-sinkronisasi antar

ang ; dan ketidak jelasan isi

ah untuk mewujudka
Uﬁtuk mengata51 kondis

DM) yang
_ ‘ a sarana dan
prasarana fisik dan nonfisik yang memadai.
Dimasa lalu, berdasarkan Keppres No. 107/
1958, 30 Maret 1958, telah dibentuk Lembaga
Pembinaan Hukum Nasional (LPHN),
berkedudukan di Jakarta, yang pada awalnya
ditempatkan langsung di bawah Perdana
Menteri, telah mengalami beberapa kali
perubahan; baik susunan organisasi,
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kedudukan maupun bidang tugasnya. Dan  Robert Hass, The Issue of Good Governance
bahkan setelah dirubah menjadi Badan In International Cooperation, Laporan Hasil
Pembinaan Hukum Nasional, 26 Agustus  Seminar DSE-LAN di Berlin, Jerman, 11-12
1974 berdasarkan Keppres No. 45/1974, juga Agustus 1997. : .
telah beberapa kali dirubah baik struktur A . - S '
organisasi, kedudukan maupun bidang
tugasnya.
Keberadaan lembaga pcm'
sangat berperanan penting
hukum, sehingga apab
pendapat, perbedaan pe
penerapan ketentuang}
pembina hukumgd
re-statement ydi
hukum tersebu
diterima oleh

TS ———

04 di Fakultas Ekonomi U
30 September 1999.

n Antara Negara Dan
am Rangka Memper-
Nasi nal, Makalah

Rondineli,
G. Shabbir Chee

Experience, Wash
Bank, 1983.
Miriam Budiarjo, De
Demokrasi Parlementers
Pancasila, Gramedia Pustaka ©
1994,

wpdda ”Swé”r*ﬁ?"fﬁ? Huku
Nasional, diselenggarakan oleh BE
Dep. Kehakiman, Jakarta, 12-1
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